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PERATURAN BUPATI JEPARA
NHMHHI?TAHUN 0%
TENTANG

PEMERINT Al DESJ&

RLIPATT JEPARA.

balwa untuk melaksanskan ketentuan Pl 28 avat (2) hurol & dan

huruf b serta ayat {4} Permuran Duerah Kahupaten Jepara Nomor 6
Tahun 2007 twniang Iata Cara  Pemilihan, Pencalonan,
Pengangkatan. Pclantikan dan Pemberhentian Petingyi. maka periy
diaisr Pewnjuk Telakwmasn dan Tata Cara  Pelaporan  dan
Pertanpgungjawaban Penyclenggarasn Pemenintshan Desa;

bahwa bordasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perh membeniuk Peraturan Bupati 1entang Tata Cara Pelaporan
dan Pertanggungawaben Penyclenggaraan Pemcrintah Dcsa.

Undang Undang Nomor 13 Talun 1950 teniang Pembeniukan
Dacrah-dscrah Kabupaten Dalkm Lingkungsn Propinsi Jawa
Tengah:

Undang — Undang Nomor 18 Talm 1997 wentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrsh (Lombean Negare Ropublih  Indonssia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambshan Lembaran Nepars Republik
indoncsia Nomor 36835) yang tclah dinbsh dengan Undang -
tindarg Nomar 34 Tahun 2000 (Lembaran Negama Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomww 246, Tsmbshan |embarsn Negara
Republik Indoncsia Nomor 4048);

Undang-Undang Noemor 10 Talwm 2004 teniang Pembenivkan
Peraturan  Perundangundangan  (Lembaran  Negama  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lcmbaran Negars
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undany Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemnerintahan
Dacrah (Lembaran Negars Reopubik Indoncsis Tabun 2004
Nomor 125, ‘lambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4437 )

Undang - Undang Nomor 33 Tabun X004 icotang Perimbangan
Keuangan Amara Pemerinish Pusst dan Pemerinah  Decrah
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tabun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Peraturan Pemenotsh Nomor 72 Tabun 2005 tcmang Desa
(l.embaran Negars Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan |.embaran Negars Republik Indonesia Nomor 4587);



7. Persuran Menteri Dalam Negenn Nomor 35 Tahun 2007 tentang
PMedoman Umum Tata Cem Peiapoman dan Perianggungjawsban
Penyclengyguraan Perncrintshan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaicn Jepas Nomor 4 Tahun 2007 teomng
Tais Cara Pemilihan, Pencaloman, Pengangkatan, Pelantikan dan
Pemberhentian  Petinggi  (lemburan  dacrabh K abugaten Jepara
Tahun 2007 Nomor 4).

MEMIUTISKAN:

NMencwapkoan :  PERATURAN BUPATI TENITANG TATA CARA PELAPORAN DAN

PERTANGUGUNGIAWABAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA,

BABI
KETE NTUAN LMUM
Pasal |

Dalam Pevamran Bupati i yang dimak sud dengan
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11.

Dacrah adalah Dacruh Kabupelen Jepara:

Pemcrintah  Dacrah adalah Bupah dan Perangkm Deerah sehigai unsur ponyelenggars
pemerintahan daersh;

Bupati add ah Bupall Jcpar:

Petinggi adalih scbutan lain Kepala Desa di wilayah Ksbupsten Jopara:

Carik adalah sebuan lain Sckretaris Desa di wilayah Kabupeten Jepara:

Desa adalah kesatan masyarakal hukum yvang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingsn masyarakat sctempat, berdasarkan
asal-usyl dan adat ktiadat setermpat yang diski dan dhormati dalam sistcffcrweri  niahan
Negara Kesawan Republik Indonesia;

Pemeriniahan Desa adalah penyclenggarasn urusan pemerintahan elch Pemerintah Desa
dan Badan Pormusyawaratan Dexa dalam mengatur dan mengurus kepentngan masyarakat
scicpat berdasarkan asal usul dan adat istindat sctempat yang diakui dan dhormati dalam
Sistemn Pemerimahan Negara Kesatuan Republik Indonesi;

Pemerintah Desa adakh  Petinggi dan Perangkat Desa schagai unsur penycknggam
pemcrintahan desa;

Badan Permusyawarstan Desa atau yang selaniutnya di singkat BPD, adalah lembaga yang
merupakan perwujdan demokrasi dalam penyclenggarsan peoxcriniaban desa  schagai
unsur penyclenggara pemerintahan desa:

Pcoyclenggaraan Pemerintahan Desa adalsh schauh proses menejemen pemcrintahan dan
pcrnhungumndcmbn‘dmarkmkmcnulgmdcsamgld&mhm1 Perencanaan,
penctapan  kcbipkan, pelaksanasn, pengomganisasian, pengswasan.  pengendalizn,
pembriayaan, koordinasi, pdestariah. penyempumnaan dan penganbangennys;

Laporan Pemelenggaman Pomerintahan Dess Akhir Tahun Asggaran yang sclanjutnya
disingkat [PPD Akhir Tahun Anggaran adalah lapomn penyelonggaraan pemenntaban desa
kepada Bupati/W alikots sebagai bentuk pertanggung jawnbsn pelaksanann ugss dan
fungsi, meliputi laporan semuskcegiatan desa berdasarkan kew enargn desa yang ada, scrta
lugas-uigas  dan kevangan dan  pemerintah, pemerintsh  provinsi  den  pemeniniah
kabupaten/kota sclama san tahun angyaran;



12.

13.

4.

15.

6.
7.

8.

19.

(D

Laporan Penyclenggarsan Pemerinhan Desa Akher Masa Jshstan Petingg yang
selanjutnya disingkai [.PPD Akhir Masa Jabetan sdalsh proses kegiatan peispomn Petingg:
kepada  Bupati/Walikots melalui Camat sehelum  berskhimsa masa jabwian, meliputi
laporen penyelenggarnan pemcermtahan desa sclama &(cnam) ahun;

Laporsn Reterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Petinggi  yang
sclanjutnya disingkst LKP] Akhir Tahun Anggaran adalah proses kegistan pelaporan
Petinggi hepadas rakys melalwi Badan Permusyawarsian Desa (BPD) schegai bentuk
perisngygungjawashan pelaksansan tugss dan fungsi, melipui ketcrangan seliruh  proscs
pdaksansan peraiuran-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanjs Desa;
Laporan Keterangan Pertangpungiawaban Akhir Mass Jabsixn Petmyyi vang sclanjuinva
disingkat LK) J\thr Munsn shatan adalah proses kegiatan pelaporan Petnggl kepata Hi)
sebelum berakhimya masa jabatan, meliputi lapotan pem clenggaraan pemenintahan desa,
Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerimahan Desa yang selanjutnya disingkat
Informasi 1.PPD) kepada mawarakat adalah proscs kegistan pelaporan Petinggi kepada
rakyal temany pelaksanasn pcmrmtlhln desa melalyi med 8/ pengumuman resmi, meliputi
infipmasi pokok pokok kegiatan:

Luporan keuangan BYD) adalah laporsn administrasi keusngan BPL setwp Tahun yang
disampaikan kepada Petinggi scaku pemengang kek uasaan pengelolazn kevangan dexa;
Perswran Desa  adalah permmran  perundangundangan  yang dibuat  olch Badan
Permusyawaratun Desa bersama Petinggi:

Anggarsn Vendapaiun dan Belanja Desa yang sclsnjutnys disingkat APBDesa wdaluh
rencana keuangan whunan pemerinahun desa yang dibshas dan discrupi bersama olch
Pemerintah Dcsa dan BPD. yang ditctapkan dengan Peraturan Desa:

Pengawasan penyclenggersan Pemcrintashan Desa adalsh sustu proses kegiatan  yang
ditujukan unuk menjamin agar Pemerintahan Desa dapat berjalan sesual dengan rencana
dan kcteotuan yang tdah ditctapkan:

Pengawasan BPI) adalah pengawasan yarg diak ukan oleh BPD erhadap Pemerimah Desa
sesus wewenang dun haknya:

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan sang dilakukan masyarakst.

BAB 11
TUJUAN LAPORAN PERTANGGUNGIAW ABAN
Pasai 2

LKPJ dan [PPD Pctinggi dgunakan olch bupati scbagai dasar melakukan cvalissi
penydenggarnan Pemerintahan desa dan acheg ai bahan pembmaan lebih lanjut.

Pembinaan schagaimana dimaksid pada ayal (1) dapst berups permberian sanksi dan
penghargaan.

BAR 11l
JENIS LAPORAN PERTANGGUNGIAW AR AN
Bagiam Kraatw
Laporam Felmyyi
Pasnl 3

laporan Pertanggunguwaban dalam Perawran im, mcliputi Laporan Petinggi dan Lapomn
Keuangan DPD.

Pasal 4

Laporan Petinggi schaguimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi -
a  LPPD Peiinggi meltiputi LPPLY Akhr Tabun Anggamn dan LPPD Akhir Masa Jabetan:
h 1KP) Pefinggi, meliputi IKP) Akhir [shun Anggsran dan LKP) Akhir Masa Jahaiarn,

<.

Penginformasian  LPPD) kepada masyarakat.
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Bagiss Kedun
Laporas BPD
Pasal &

() Laporan Pertanggungjswahan BPD adalah Lsporan Administrasi Keuangan BPT) kepada
{2) Laporan Administrasi schagaimans dimaksud pada aywij jdaleh pertangyungawaban
lentang penggunaan keuangan desa kepads peinggi sclakperner  2ang  kekuasaan
pengelolaan keuangan Dewa.
BABIY
RUANG LI'NGRLUP

Pasal 6

(1) Ruang lingkup LPPT) dan LKPJ Akhir Tahun Anggann, meliputi :
a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa:
b rusan pemerniahun yang d serubbhan Daerah;
¢ Tugas Pembauniuan;
d Urusan pemermiahan lainnya yang olch Peraturan perundang-undangan  discrahkan

kepada Ucsa.

(2) Ruang Lingkup IKP} masa Akhir jabatan, meliputi:
a. Ringkasan laporan whun-tahun sehelumnya:
b. LKPJsisa masa jabatun yang belum dfaporkan:
¢ lasil yang dicapai dan yang belum dilak X
d. llalhal yang danggap perly unuk perbakan.
(3) Ruang Lingkup Penginfiormasiun LPP) sckursng-hurangnya, meliputi:
a. Penyelenggaraan Pemerintahan Dosa;
b. Poaksansan Peraturan Desa, Poevauran Petinggi dan Keputusan Petingg:
5, Pclaksansan dan perimggungjssaban APBDcsa;
d Halkhal lain yang dianggap periu.

Bapian Kcdus
Matcri Pelaporan

Paragrafl Kcantu
Mustan LPPD dan LKPJ Akhir Tabua Aspgarans

Pasnl 7

(1'Muatan, Laporan Urusan Prmwrintahan berdasarkan hak ssal uwsul Desa schogamana
dimaksud dalum Pasal 6 gyt (1) hwuf A meliputi bak untuk mengatur dan mengurus
kepentingsn masyarakat scternpat scsuai dengan asal usul, adat istadal yang beraku dan
idak bertontangan dewygmn peraturan perundang-undsngsn yang berlaku.

{2)Muatan Laporan Urusan varg discrahkan Dacrah schegaimana dimaksiud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf h. meliputi:

a. bidang pertanian dan kctahanan pangnry
. bidang pertumhangan dan coergi serta sumber dava mincral:
bidang kchutanan dan perkebunan;
. bidang perindustrian dan perdagangan;

: bidang keschalan;
i bidary pendidikan dan kebudaysan;
bidang sosial;

e =R
E;



k. bidang peratasn ruang.

L bidang pemukiman/perumahan;

m bhidang pekerjsun umum

n. bidang perhubungan;

o bidang lingkungan hidup;

p. bidang politik dalam ncgeri don administrasi publik:

4 bidang otonomi desa;

r. hidang perimbangan keuangan:

1. bidang ugas pembantuan;

(. bidang puriwisets;

u. bidang pertanahar

v, bidang kependisdukan dan calaan sipal;

W, htdmg kesatuan harg.ﬂn dan perfindungan masyarakat dan pemerintaban urmum;
x
¥
i
aa.
hb

. hidang statistik, dan
ze. bidang arsip dan perpustakaan.

(3) Muatan Laporan Tugas Pembaniuan sehugamana dimaksod dalam Pasal 6 aya (1) hurdt ¢

meliputi :

a tugas pcmbuntuan yang diterima dan Pemerintak

b wgas pembaniuan yang diterima dan Pemerintah provins;

¢. wgas pcmbaniiun yang dilerima dan Pemetintah Kabupsien/hota.

{4) Muatan Laporan Urusan pemeriniah lainnya yang oleh Peramuran Perundang-undangan yang
discrahkan kepada Dcsuschugn:mdnukmd dalam Paxal & ayat (1) hurd’ d melipati
wusan pemerintahan  yang diserahkan kepads Desa berdasarkan krtentuan  peraturan
perundangundanyan.

Paragraf Kedus
MatcriLPPD dan LKFI Akhir Tabus Anggaran Petingpi

Prsal 8

Materi Laporan Petingyi hidang urusan pemeniniahan berdiisarkam hak asal usul Desa, meliputi:

a Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kevangha ckonomi desa, prioritas pembangunan
desa, rencana kerja, pendanpan dan kekayasn desa

b. Peoyelenggaraan urusan mencakup:

Sarana dan prasarana yang digunakan,
. Permasalahan dan peny clesaian.

Paragral Ketign
E'rusan Pemeriniahan vanpg discrahkan
Kabupaien/Keia
Pasal 9

Mutcri Lapocan Pelinggi  bidang urusan Pomerintahan ysng discrahkan Kabupaten Kota,
melipuli:
a. Pelaksunaan Kegistan;
b. lingkat percapuian;



Safuan Polskssnakegimtan Desa:
Alokasi dan realisasi anggaran;
Sarana dan prasarana yanyg digunakan,
Pcrmasalahan dan Penyeicaaian;

-0 BN

Paragrafl Keempat
FTugas Fem bastuwan

Pasal 10

Materi Laporan Petinggi bidang tugas pembantuan. meliputi:
Dasar Huk um;

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;

Pdaksanasn Kegintan:

Realisasi Peluksanaan Program dan Kegialan:

Sumber dan jumiah anggaran yang digunakan,

Saman Pclaksana Kepiatan Desa,

Samna dan prasarana;

Permasalshan dan Penyelcsaian.

TE WO RN TE

Parngraf helima
Urusan Pemerintahan Lsinnya
Pasal 1)
Materi Laporan Petinggi bidang urusan Pemerintahan lamnys, melipuli:
Dasar Hukum:
nstansi Pemberi fugas Pembantuan;
Poaksanaan Kegiatan:
Realisasi Pdaksanaan Frogram dan Keg atan;
Sumber dan jumiah anggaran yang digunakan:
Saman Pelaksana Keyatan Desa;
Permasalahan dan Peoyclesaian:

FE ML N oRE

BABY
PE!NYUSUNAN DAN PENYAMPALAIN

Bagiss hesaiu
LFFD

Pasal 12

{1} Penyusunan LPPD Akhir Talun Anggeran dan LPPD) Akhir Masa Jabatan mcagenut prinsip
tansparan dan akuntabilias.

(1)LPPD Akhir Talun Anggaran scbagaimana dimaksud asal (1) dsusun denpn format
wlugmmamlercanumdn]amlnnwm 1 yang mcrupakan bagian tidak terpsshkan darn
Perapran Bupeti ini.

{3)IPPD Akhir Masa Jabatan schgaimana dimaksud awat (1) disusun denigan [ormal
schagaimana tercantum dalam Lampirun 1 yang merupakan bagian tidak icrpisahkan dar
Persaran Bupati ini.

Pasal 13
{TL. PP D Akhir Tabun Anggeren disampsikan Petinggi kcpeds Bupsti mclali Camat, paling
Jarnhal 3 (tiga) bulan sctelah 1ahun anggaran berakhir,
(2)LPPD Akhir Masa Jabalan disampwkan Pctinggi kepada Bupeti melaki Camat, paling
larrbat 3 (tiga) tulan sciclah schelum masa jahalan Petinggi herakhr.
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Hagian Kedus

1.KPJ
Pasal 14

(1) Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran dan |.LKPJ Akhir Mesa Jabstan mengamd prinsip
Uransparan dun skuntabilitas.

(2)LKPJ AKhir Talun Anggaran schagaimana dimaksud mat (1) disusun dengar format
sebugnimana tercamum dalam lampiran 1l yang merupakan hagian lidak terpisahkan dan
Peraran Bupati ini.

(HLKP) Akhir Masa Jebatan scbagaimana dmaksud ayat (1) disusun dengan format
whpmmmlmmwwmgmmmmdm
Peruturan Bupati (ni

Pasal 15

(1} Apabia Petinggi berhenti sebelim akhir tabun anggaran LKPJ Peinggi disampaikan oleh
pgabal penggant atas pelaksana ugas Petmggi.

{2¥Materi LKPJ Petinggi disampaiban ovleh pejabat penggand atau pelaksana rugss Petinggi
sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan lapoan dalam memori serah terima juhatan
Petinggi yang diganti ditambah sisa wakiu sampm dengan akhir tinm anggesmn vang
bersanghutan.

BAR ¥i
PELAKSANAAN PELAPORAN

Bagiam Wesatu
LKPJ Akhir Tahus anggaran

Pasal 16

(1) Dalam mclaksanakan wgas dan kewsjibarmrya Petinggi wajib memvampaikan LKPJ Akhir
Tahun Anggaran kepada 1PL).

(2)1.KP)J Petinggi disampaikan secara terulis kepeda RPD.

i3) Materi LKP) Petinggn dan mekapisme | jawaban Pctingg

(4} Laporan schagaimans dimaksud syst (1) dilakokan selsmbet.lambatnya 3 (tga) bulan
setcah berakhirmya tahun anggamn.

(5) APD mdakukan cvalussi terhadap LKP) Petinggi sclambet.lambetnya 15 {ima belas) hari
scjak diterimanys LKPJ.

(6) Hasil cvabasi LKP) Pctinggi djadikan dasar untuk melakukan pengavasan dalam
penycienggarasn Pemcerintahan Desa.

{7} Hasi! evaluasi dmaksud pads myat 2 diaporkan kepads Bupsti melahi Camat sclambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari scjak ditcrimanys LKP)J.

Bagimo kedoa
LKPJ Akkir Mass Jabaisn

Pasal 17

(1)LKP) Akhir Masa Jabetan disampaiksn oleh Petingg: dalam raput paripurma BED.

(DLKP) scbagimana dimaksud ayal (1) dibnhas olch BPD secara internal sesuai dengan tata
tersh BPD.

(3) Berdasarkan hasil pembahasan schagaimana dimaksud pada svat 2 (dua), BPD menctaphan
Keputusan BPT).



{4) Keputusan BPD) schegaimane dimalsud pads syst 3 (ga) disampeikan paling lambat 30
(tiga puluh) hari sciclah LKP) duwenma

(5) Keputusan BPD sehagaimans dimaksud peda ayat 3 (ige) diswnpekan kepade Peangg
dalum rapal paripurna yang bersfin istimewa scbugai rekomendnsi kepada Petinggs untuk
perbakan penyclenggarsan pemerniahan desa kedepan.

(6} Apabila LKP) schugaimana dimaksud symt | {sstu) tidak dianggept dulam jangis waltu 30
{iga puluh) hari seielah LKP) diterima, make disngga tidak ade rekomenkisi ook

pEnyCTRPUIMBAN.

Bagism Ketga
Inf ormusib. PPD
Pasal 18

(1) Petinggi wajt menginf smasiken 1PPD kepada masyarakul desanya;

(2) Penginfiormasion 1.PPD schagaimana dimaksud pada syst (2) disampakan sccars terulis
melalui pengunuman resmi stsu media sctemput, dan sccara lisan langsung kepeda

masyarnkal dalam berbagai pertemusn masyaraskst desa:
(})  Penginformusian P PI) dilakukan sck urang-kurangnyalisatu) kali dalum sethun;
() Penginli wmasian LPPD sekurang-kurungnya menuat. antars jain:

a  Penyclenggaraan Pemerintahan Desa;

h Pelaksanuan Peraluran Desa, Peranran Petinggs dan Keputesan Petinggic
c. Penyusunan, Pelaksanasn dan Pertanggungjavaban APBDesa:

d. Hal-hal lain yang dianggop perhe
(4) Infixrmasi |.PA) Potingpi schagaimana dimaksud pada ayat | (sstu) dsusun dengan format

sehagaimana mmmmdallmlmpm V yang merupskan bagian idak terpiaahkan dan
Perawran Bupas mi.
Bagisn Kermpat
Pelaporan Admini vtrasi hewasgan BPD
Pasal 19
(1) PP} uga wajib menyampaikan lapoman administrasi keuangan BPD yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Bdanjas Dess kepada Pctinggi sclaku Pemegang Kekuasan
Pengelolaan Keuangan Desa.

(2) laporan aiministrasi keuangan BPD sebagaimans dimaksud dalam ayat (1) dismmpaikan

sccara berulis.

BAR V1
PE'VUBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 20
{1} Dalam rangka pcmbinsan dan pengawasan Femcrinahan Desa, Pomeriniah Daerah

metakukan fissiltasi kepada Pemerintah Desa dan BPD berupa pemberian pedoman,
bimbingun, arahan, supervisi dan pelatian.

{2) Bupaii dapat melmpehkan kewenangsn pembinaan pemerimahan Desak epada Camat



F.'

¥

Pasel 21

(1) Dalam hal Petinggi idak mmmmkmlqnmmﬁukﬂdunmll
Bupati memberikan toguan lerulis dan tindskan administres kinnys sesumi dengan

peramran perundang -undangan.

() Delum hal petingyi tdak memaumpaikan laporsn schagaimena dalam pessl 4, Badan
Permussuwaratan Desa dapat memberikan icguran wriuliskepada Petinggi

BAB VI
KETENTUAN FENUTLP
Fasal 22
Persmran ind mulai berlaku pada tunggal diundanghan.
Agar seiup orarg mengetahuinys, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
pencmpetannys dakm Berta Ducrsh Kabupaien Jepara.

Ditctapkan di Jepara
peda tanggal 3¢ AL . 2009

BUPATI] JEP

HENDRO MARTQIO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal A7 4ge.t.. 2009
SEKRETARIS DAFRAH
KABUPATEN JEPARA

LIl

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR...L



[ampiran | Persiuran Bupah fepars
Nosm e Yok

Tenggal  © 2§ Ageil

LAPORAN PEINYFLENGARAAN PEMERINT AHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN
TANUN.......... cene

SISTEMATINA LF P ORI, AJJIUN ANGLARAN

RABI PENDAHULUAN
A DASAR HUKUM
B GAMBARAN UMUM DLSA
1. KONIDISI GEOGRAFIS
2 GAMBARAN UMM DEMOGRAFIS
3 KONDIST ELKONOMI

BABIl  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENLENGAH DF SA
A Visi dan Mim
B. Strategi dan Arah Kebijakan Desa
C. Priroitas Desa

BAB HI  KEWENANG AN DGSA
A. URUSAN HAK ASAL (510, DESA
Pelaksanaan Kegiatun
Tingkat Pencapaian
Saman polaksansan kegistan Desa
Data perangkal Desa
Alokasi dan Rezhsaxi Anggaran
Proscs Perencanaan Pembangunan
- Sarana dan prasarana
Termasalahan dan pen velesainn

R R T R

B URUSAN PEMERINT AHAN YANG DISERAHKAY v KABUPATEN-'KOTA
Pelaksanaan Kegiatan

Tingkal pencapaian

Realisasi Program dan Kegiatan

Saman pelaksans kegistan Desa

g T

. Formasalshan dan penyelesaian
BAB IV  TUGAS PEMBANIUAN

A TUGAS PEMBANTUAN YANG LITERIMA.
Nasar Hukum.
Instansi Pemben Tugas Pembantuan,
Pelaksanaan Kegiatan.
Renlisasi Pdak sanann Program dan Kegralan.
Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
Sawen pdaksamen  kegisian Desa
Sarany dan prasarana.
Permasalahan dan penyelesaian.

e B R L o il

B. TUGAS PEMBANTUIAN YANG DIBERIKAN.
1. Dasar |iukum.
2. Urusan pemncrintaban yang dituagas pembaniusnkan.



3. Sumber dan Jumiah anggaran
4, Sarana dan prasarana.

BAR V  URUSAN PEMERINT AHAN LAINNYA

A KERJASAMA ANTAR DESA
Desa mng Jajak kenasama.
Dasar Huk um.

Ridang Kenasama

Numa Kegiatan,

Sanan pelaksanskcgiatan Desa,
Data perangkal Desa,

Sumber dan jumlah anggaran.
Jangka 'Wakiu Kcrjzsama.
Hasi Kerjasama.

ID Permasalahan dan penyelesaian.

B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

l. Mitra yang disjpk Kerjasama,

2. Da ar Hukum.
Bidang Kerjasama.
Sumber dan jumlah anggaran.
Jangka Wakiv Kerjasama.
HasilK erjasama.
Permasstshan dan penyelesaian.
ATAS TESA
Sengketa batas Desa.
Penyelesaian yang dilakukan,
Satuan pelaksanakegiatan Desa.
Diata Perangkat Desa.
D PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCAINA
Rencans yang terjadi dan penanggulangarma.
Siatus Bencana.
Antisipasi desa.
Sakian pelaksana kegiatan Desa
Kelembagaan yang dbentuk.
Potensi hencana yang diperkirakan terjadi.
FNYELENGGARAAN KETEINTRAMAN DAN KETERTIBAN UNMLM
Gangguan vang terjadi
Sawan pelksans kegiatan Desa.
Penanggulangen dan Kendalanya,
Kelkutseriaan Aperat Kcamanan dalam penanggulangan.
Sumber dan Jumiah Anggaran.

R
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Lampirsn Il Peraturan Bupsti Jepara
Nomor -
Tanggal

LAPORAN PEN YELENGARAAN PEIMERINTAHAN DFSA AKHIR MASA JABATAIN

BARI :

BABII:

BAB L1:

BABIV:

SISTE'MATIKA LPPD AKHIR MASA JABAT AN

PENDAIIULUAN

A. DASAR HUKLUM.

R GAMBARAN UmMUM DESA.

C. KOINDISI GEOUGRAFTS.

D. {iAMBARAIN UMUM DEMOGRAFIS.
E. KONDISE EKONUMI

RFENC ANA PEMBANGUNAN JANGKA MFEN FNGAH DESA
A Vit dan Misi

. Straley: dan Arsh Kebijakan Desa

C. Priroitas Nesa

KEWENANGAN DESA

A URUSAN HAK ASAL USUL DF SA
Polaksanaan Keyiatan

Tingkat Pencapaian

Sawan pelaksanakcgiatan Desa
Jumtah Pegawai dan datanya
Alokasi dan Realisasi Anggamn
Permasalahan dan penycicsaian
B URUSAN PEIMFRINTAHAN YANG DISEFRAHKAIN KABLUPATENKOTA
Pelaksanaan Keyialan

Realisasi Program dan Kepiatan
Samsn pdaksana kegiatan Desa
Data Pevangkal Desa

Alokasi dzn Realisasi Anggaran
Pcrmasalahan dan penyelesaian

e A

Pobh et =

TUGAS PEMBANITUAN

A, TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Hukum
2 instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3 Pelaksanaan Kegiatan
4 Realisuxi Pelaksanaan Program dan Kegialan
5 Sumber dan jumlah anggaran yany digunakan
& Satuan pelaksanakegiatan Desa
7. Sarana dan prasarana
8. Permasalshan dan penyclesaian
TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
1. Dasar Hukum

2. Urusun pemerintahan yang ditugas pemhantukan

3. Sumber dan Jumiah anggamn

4. Sarana dan prasaran
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BABY :  URUSAN PEMIRINT AILAN LAINNYA

A KERJASAMA ANTAR DEHNA
Dess yang dajsk kerjaswns
Dasar Hukum

Bidang Ketjasama

Nema Kegistan

Data Peranghat Desa

Sumiber dan jumish anggaran
Jangka Waktu Kerasama

Tas K ecjasama

0. Perriasaiahan dan penye ke-saian

B, KERJASAMA NDENGAN PHHAK KE IHGA
I. Mitre yang dinjak Kerjasama
Dusar Hukum
Hdsng Kerjasama
Nama Kegintan
Sauan pelaksans heginan Desa
Sumber dan jumish anggarsn
Jangha Wakiu Kerjasama
Hasil K erjasama
Permasalahan dan pensclesaian
ATAS DESA
Sengketa hatas Neas
Penyelesaan yang ddakuban
Sansn Kerya Meranghst sang menvelenggarskan
Deta Pegaws
ENCEGANAN DAN PENANGGULANGAN BIENCANA
Rencana yang teviad dan penanggulin gaanya
Stnus Bencam
Sumber dan jumiah Angparan
Antisipasi desa
Sauan Kerja Pemgiat Desa yang menangani Bencana
Kelembagann yang dibentuk
Potensi bencans sang diperki rajan terjadi
ENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMLUM
Gangguan yang terjadi
Satuan pelak sanakeyiatan Desa
Penanggulangan dan Kendalsnva
Kekutseriaan Aparst Keamanan dalam penanggu ingan
Sumber den lumish Anggaran
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Lampiran (1] Poraturan Bupsti Jepera
Tanggal

LAPORAN KETERANGAN PERT ANGGLNGIAW AHAN
PETINGG] AKHIR TAHUN ANGGAR AN
TAHL'N

SISTEMATIKA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARA'S

BAH | PENDAHULUAN
A DASAR HUKUM

B. GAMBARAN UMLIM THINA

1. KONDISI GEOGRAKS

3 GAMBARAN UMUM DEIMOGRARS
3. KONDISI EKONOM)

a. Toknsi unggulan Dess

b. Perumbuhan FkonomyPDRB

BABI:  RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENFENGAN DESA

A, Visi dan Misi

B Strateyi dao Arah Kebijahan Nosa (sesuai Rencana Pembangunan
Jangka Menenymh Desa)

€. Priovias Dess

BAB Bi :  KEBUAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA
I, Imenaifikesi dan Ekstensiihaci
2. Target dan realisasy Pendapatan

1 Permasalpghan dan penychesaisn

B PENGEL(LAAN BELANIA DFESA
I. Kebijahso Limum Keunngan Desa
2. Target dan reshisasi Belanjs
3. Permasalahan den penyvelcsaian

BAB [V: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMVE RINTAHAN DESA

A URUSAN HAK ASAL USUL DESA
[. Program den Kegistan
2. Realisasi Pelahsanann Kcpatan

3 Permasa bhan dan penydesaian

B URUSAN PEMERIS TAHAN YANG DEERAHKAN KARUPATENKOTA
. Program dan Kegiatan
2. Reabsasi Pelahsanaan K cgutan
3  Pervomsalahan dan penyeicsaian

BAB V: PENYFENGGARAAN TUGAS PEMBANTLUAN

A, TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
1. Dasar Huhum
2. Inmansi Pemberi Tugas Pernbadsiuan
1 Ssuan Kerja Perangkat Desa
4, K cgisan yang dicrima
S, Sumber dan Jumish Angyaran
6. Permasalahan dan ponyclcaman

B. TUGAS PE MBANTUAN YANG DIBERIK AN
Dasar Hubuwm

LUrusan Pemerintshan yvang ditugss pembantuankan
Sunber dan lumish Anggarsn

Sarana Jun Preamna

e
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BAR ¥i: PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN AN YA

A. KERJASAMA ANTAR DESA
|. Kebijuhun dn Kegistan
2. Real sasi Pelabsasnan Kegiatan
1  Permasalahan dan petyelesan

N KERJIASAMA DESA DENGAN PIHAK Kb BOA
. Kebijuhan dan Kegistan
2. Pclak smman Kegisian
1 Permuislshan dan penyclesaian

. BATAS DESA
I. [Kebijakan dan Kegistan
2. Poalsansan Kegian
3. Permasaishan dan peny clesaian
D PENCEGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Bencana yang terjadi dan penanggulanganny s
Status bencans
Sumber dan Jumish Anggaran
Antisipasi Deaa
Potensi Bencana tang diperkirahan 1ovjmd
E NYE LENGGARAAN KETENTRAMAN AN KE TERTIRAN (MUM
Cangguan yang lerjadi
Satuan pelaksana kegistan Desa
et perangkatg Nesa
Sumber dan Jumish Anggarsn
Penanggulangan dm Kendalanya
Keikutsertann Apsrst Keamanan Nelam penangypulangsn

s

E. |

=
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Laspican IV Pcmﬂmkp-:
Tanggal .

LAPORAN KETERAINGAIN PERTANGGUNGIAW ABAN
I'E TINGGI AKHIR MASA JABATAN
TAHUN...... .

SISTEMATIK A LEPJ AKHIR MASA JABATA™

RARI : PENDAHLIUAN
A. DASAR HUKLIM

B GAMBARAN UMUM DISA

1. KONDISEH GEOUGRAHS
GAMBARAN UMUM DEMOLURAKLS
KONDISIEEONOMI
a. Polensi unggulan Desa
b Perumbubhan FkonomiPIXR B

2.
i

RAR I :  RENCANA PEMBANGLNAIY JANGKA ME-NENGAH DESA
A Visi dan Misi.
B. Stmegi dsn Arsh Kebijahan Desa (sesusi Rencana Fembangunan Jangka Menengah
Dcsa),
. Priorias Dess

RAB Il : KERBUAKAN UMUM PENGELOLAAN KELAINGAN DESA

A PUNGE LOLAAN PENDAPATAN DESA
1. Intensifikasi dan Ekstenisilkas)
2. Tarpet den reshisasi Pendapatan
3. Permasalshan dan penyelesaian

B. PENGE LOLAAN 8EILANJA DESA
[. Kebijakan Umum Kewmngan Desa
2 Target dan reshsasy Pelans
3. Pcermasalshan dan penyek:saian

BABIV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINT AHAN DESA

A, URUSAN HAK ASAL USLL DESA
1. Priakssnzsn Kegisian
2. Pclaksansan Progmm dan Kegustan
3. Permmsalshan dan penyek:saian
B URLSAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN KABUPATEN/KOT A
L Pdaksanasn Kopisian
2. Pdakanasn Progmm dan K egatan
3. Permsa lahan dan penycicsaian

BADBY : PENYENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Dasar Hukum

hstansi Pewben lugas [Pembantusn
Satuan pclakasna kegintan Desa

Polak sansan kegiatan yang diteima
Sumber dan Jumiah Anggaran

Permasa lahan dan penychcsaan

N



HAB VI :

B, TLGAS PEIVBANTL AN YANG DIBERIK AN
1. Dmsar [ukum
2. lruxan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan
1} Sumber dan Jumish Anggares
4, Sarana den Prasassw

PENYELINGGARAAN URLSA N PEMERIN TAHAN LAINNY A

A, KERJASAMA ANTAR DESA
1. [Kebijakan dan Kegistan
2. Pesksansan Regatan
1} Penmasalahan dan penychosman

8. EERJASAMA DESA DENGAN PTHAK KITTIGA
I Kehijakan dan Kegistan
2. Pclabsanasn Kegistan
3. Permassishan dan penyclcsaan

C. BATAS DESA
I. Kebijahno dan Kegiatan
2, Pdaksansan Kegistan
3. Permasalahsn dan penyeleaaian

N PENCEGANAN DAN PENANG GILANGAN BENCANA
|Bencana yang leriadi dan penanggu ingannya

Staws bencana

Sumbgr dan Jumlsh Anggaran

Antisipasi Desa

Pokosi Beneana tang diperkirakan terjadi

E. PENYELENGOGARAAN KITE NTRAMAN DAN KE TERTIRAN L'NVIIA
Gangguan yang terjad

Saman peinhsana icgiatan Desa

Sumber dan Jumiah Anggaran

Pensnggulangan dan k. eocalanya

Keikutscriasn Aparst Keamanan Delsm penanggulangan
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{ampuran V' Pornmures Bupati Jepars

Mot
| encpal
INFDRMASIFENYFL FNGGRRAAN PEMERINT AN DESA
BHESA i Reocamims oo TAHU N

) Penyclemlmn Pemerintahan Desa
A, Unusan Penerimahan Doss.
{Ringhasan dan penyelenggeraan Urneas Pemerintahan yasy Sosorshibmn 6 shepaten Wota)

A Urusan hak snal woel desa

1 Ringghatsmn it Destycieny garaan srsssy yeeg Sucrsban Lo dew |
C. Tugas Pembaniuan

{Ringkasan dari penycicnggaraan vang ditugaskan kepada desa olch Perecrintah tinghat stas)
D. Urusan Pemerintahns Ladmnya

(Ringhasan urusan Pemerintahan lainmy s jibaada )

Ringkasan A'B Dess

A, Ptndlpnun Desa

Pendapatan Asli Desa

Bagi hasi pajak Kabupsten/kowa

Baginn dan restribusi Kabupsten/Kola

Alohasi Dana Desa

Bantuan keusngan Pemerintah, Pemerintal Provinsi, Pemerintah Kabupalen
Kota dan desa lannya.

f  Hibah.

g Sumbangan Fihah he ugn.

.".

tehoe

Jomish
3. Belan
»  Belanja Langsung
I} Bdanjn Pegmni
2) Belanja Baranp/ jasa
3) Bdanja Modal
Jumizh
b. Belanjs Telak Langsung
I} Bdanjs Pegawm
?) Beanja Subsidi
3 Bdanja Hibah
4} Reanjy Bartuan Sosial
5) Bdanja Bantuan Kruangan
6) BRelanja Tak Terduga

(. Pembimyvzan
a |Penerimaan Pembiayaat;
1} Sia Anpgaran Tahun scbejumnya
3 Hasi Penjualan Ast sang dipisahhan
b, Pengeluaran Pombyinyaan:
) Duna Cadangan
2 Penyertaan Modal Desa
3)Pemibayaran |twny

Peoogu!
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